BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGELOLAAN B3&iDA SITAAN

A. Benda Sitaan sebagai Barangs Bukti menurut Hukum Islam

SebaBai upaya mencari suatu kebenaran tentang
suatu tindak pidana, ada beberapa hal harus diperhati®
kan, Ada dua kemungkinan yang dilakukan dalam memutus-
kan perkara di peradilan; yaitu dengan jalan persaksi-
an atau dengan Jalan bukti-bukti dalam bentuk benda .
Kedua cara ini kedudukannya sama. ( Shabhi Mahmash =
shani, 1981 : 238 ). Hal ini Jjuga ditegaskan oleh ula-
ma fighs bahwa "pemutusan dengan bukti-bukti adalsh
seperti pemutusan dengan persaksian", ( Shabhi Mah =

mashshani, 1981 : 238 ),

Membuktikan suatu perkara, artinya adalah me-
ngajukan alasan dan memberikan dalil / bukti sampai
kenada batas yang meyakinkanf Meyakinkan di sini mak -
sudnya adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputus-

an atas dasar penclitian dan dalil-dalil itu,

Dalam Islam, pembuktian dalam hal ini dikenal

dengan istilah "al bayyinah" . Sebenarnya istilah ter-
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sebut sudah dikenal sejak zzma Rasulullah saw scba=-
gaimand dalam suatu haditsnya dinyatakan :
SVt adls £l o

(4s Suyitshy, 1,1954 : 220 )

Artinya: “Bukti menjadi kewajiban si penggugat,seda
sumpah menjadi kewaJjiban bagi tergugat (terdakwa
atau orang yang memungkiri®,

Jadi; Jaksa sebagai Penuntut Umum harus menunjukkan -

bukti-bukti afas tuduhannya, dan bukti itu bisa beru

pa benda , termasuk benda sitaan yang sudah diambil

alih dsri drang lain oleh negara dalam rancka proses

peradilan,

Para ulama berlieda pendapat dalam mengartikan
istilah "al bayyinah". Menurut Ibnu tayyim, bayyi -
nah meliputi apa saja yang mengungkapkan dan menJelas
kan kcbenaran, Siapa yang mengartikan bayyinah scba-
gai dua orang saksiy belumlah memenuhli apa yang di-
maksud., Lebih lanjut dia mengartikan kata "bayginah"
di dolam Al Qur'an bisa berarti "al hujjah" (dasar/
alasan ),"ad dalil, al burhan ( dalil, hujjah/alas-
an )e ( Muhammad Salem Madkur, 1982 : 104 ),

Beliau Jjuga mengungkapkann hadits sebagaima=-
na di atas. Ia mengartikan hadits tersecbut, bahwa
vengrugat / pemuntut dzlam membuktikan gugéatan atau

dakwaannya ia harus membuktikan / membawa bayyinah.
( Muhammad Salam adkur, 1982 : 104 )
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Dari keterangan di atas 4 pat dimengerti,bahwa

pembuktian bukan saja bisa dari unsur manusia seba-
gai saksi s:Ja, akan tetapi unsur bendapun dapat dia -
Juken sebagai bukti atau dasar pemuntut / penggugat
atas seseorang / terdakwa melakukan bvindek pidana o
Untuk sclanjutnya benda itu diajuken di muka sidang
pengadilan untuk mendppatkan keterangan yang sebenar =

nya dari terdakwa atau saksi.

Dengan demikian fungsi benda sitaan dalam KUHAP
dan hukum Islam , adalah sama j; yakni sebsgai barang

buktie

Bendo sitaan, yang dalam KUHQAP adalah  secbagai
benda yang diambil alih oleh negara dari tangan pcme=
gang / penguasa, maka yang perlu dikaji dalam Islam
adalah scbagaimana status benda sitaan itu setelah

berada di tangan negara.

Dalam bab terdahulu dijelaskany, bahwa  menurut
pesel 316 HIx status barang hukti setelah putusan di-
jatuhkan ada 3 ( tige ) alternatif, yaitu s
1., Barang bukti itu kembali kepada pemiliknya, atau
2. Barang bukti itu dirampas untuk negara, atau

%e DBarang bukti itu dirampas untuk dimusnahkan.

Dari alternatif ketiga tersebut bisa dimenger =

ti, bahwa barang bukti itu mungkin masih bisa dimiliki
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kembali, ateu mungkin alkan hilong nemilikannya atas

barang itu (arene ada scbab-scbab tertentu,

Yemungkinan barang itu akan menjadi milik keme=
bali oleh yang berhak, adalah sesual dengen maksudnpa=-
sal 46 ayat ( 2 ) dan pesal 194 ayat (1 ), Setelah
dolem peuses peradilan barang sitaan itu ternyata boe-
nar-beiar dikenbaliksn den menjadi milik bagi orang
vens herhak, malka sudah sewsjarnya hal itu harus di-
lsksonakany artinys benda itu harus diserahkan kepada
orang yang berhak, Hal ini dibenarken oleh Islam, se=

baaimans firman Allah yang berbunyi

i A, et S it o) b Al
\-———AA’&L\J§:;CJ\

Aptinyas " f?esung_sg,u‘nnya Allah menyuruh kamu menyampai-
kan Bmanet kepada yang berhak mencrimanya, ( dan

menyuruh kamu ) apabila kamu menetapkan di antara
manmusia supaya kamu mepetapkan dengan adil%,

( A1 mr'an4 s S8 ),
Alternatif keodua adalah barang itu tidak akan
nenjadi milik si pelaku kejahatan kembali, !Hal ini se-
barei konsckwensi etas dirampasnye barang tersebut
Mengenai benda itu dirampas cleh neijaray, dalam KUiIAD
didasarkan pade pasal 39 ayat ( 1 ) den ( 2 ), dslom
KUHP pasal 205 syat ( 3 ); 502 ayat ( 2 )3 519 s@&yat
( 2 ) dan 549 ayat ( 2 ). “edzng benda yang dirampas

untuk dimusnehkan adslah sebagaoimane dimsksud  pasal

49 ayat ( 4 ) scbasraiana terzebut pada bab sebelum -
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49 ayat ( 4 ) scbagaimana bersebut pada bab sebelumnya

misalnya; barang=-iarang selundupan, uang suap dan se =
bagainya, karena barang - barang ini dihasilkan dari
suatu tindskan yang melanggar undang=-undang yang bver =

laku. Seperti pasal 372 KUHP yang menyebutkan :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
mengaku sebagai milik sendirk ( aich toeeigenen )
berangs sesuatu yang selutuhnya atau sebagian ada-
lah kepunyaan crang lain, tetapi yang ada dalam ke
kuasaannya bukan karena kejahatan,diancam, karena
penggelanan, dengan pidana penJjara paling lama
em~at vahun atau denda paling banyak enam puluh
rupiah", ( HMoeljatno, 1985 : 153 ).
Pascl 244 KUY berbunyi :

"Jarang siapa meniru atau menalsu mata uang atau
uaneg wertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank
dengan aksud untuk mengedarkan atau menyuruhbme-
ngedorkan nata uang atau uang kertas itu sebagai
yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pida-

na penjara paling lama lima belas Gtahun",
( Moeljatno, 1985 : 106 ) ,

Berdasarkan pasal tersebut di ataes, maka sudah
sepatutngalah pihak yang berwenang mevampas | barang
barang tersebuty, Ini berarti status benda itu bukan =
lah menjadi wilik si pelaku kejahatan dan selanjutnya

beralih remilik atau penguasannya di tangan pemnerintah,

Tindakan pemerintah melalui aparalt pcnegak hu-
um deperti di atas adslch bisa diberar'-an. Karena
baranz siana yang melanpgar Jndang-undeng, wajib dihu-
lume, Dalam Islampun tindakan / sanksi yang seperti ini

tidak bertentangan dengan firman Allah berikut :
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‘Q/S‘LLE; Brelodls et ot ¢ 300

Ariinyas " Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah
Allah dan ta'atilah Rasul ( Bya ) dan Ulil Amri
di antara Ykamu". ( A1 Cur'an 4 : 59 ).
Dari ayat di abtas Jelaslah, di senmping kita wa
Jjib mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga wajib nentaati
pemerintah dengan melalui peratiuran atau undang-undang

yvang berlaku secara sah , Uleh karena itu, harang

siapa yang melanggar waJjib dihukum.

Hukum Islam

Pada dasarnya Allah swt menciptakan alam Deser
ta isinya, dikuas %an kepada manusia karena manusia ,
diciptakan~Nya adalah sebagai khalifah di bumi. Cleh
karena itu sudah nerupakan tanggung Jjawab dan kewaji-

ban manusia untuk mengelola isi alam scmesta.

senda sitaan dalam kontek ini, Jjuga termasuk
benda yang harus dikelola semestinya oleh mapusia N
yang dvlam hal ini adalah oleh pihak Kejaksaan, Xaitan
nya dengan benda sitaan sebagai barang bukti menu-
rut LUildA-y Islam juga menelaah dari sudut pandang hu-

kum scbagai terurai dalam sub bab ini.



Datam penjelasan ini yang perlu diperhatikan s
adalah sifat benda sitaan sebagai barang bukti itu
sendiri. Gebazaimana yang sudah dijelaskan di muka |,
bahwa benda sitaan sebazai barang bukti itu adulah.ber
proses secara pengambil-alihan dari oran  lain cleh
negara untuk seclanjutnya diajukan di depan sidang Pe=
ncadilan demi mendapatkan keterangan yang sebeunarnya
6leh karena itu pengelolaan benda sitaan di sini ada=-

lah terbatas selama masih dalam taraf proses peradil-

an «an velum mendapatkan Xkekuacan hulkum tefap.

Pasal 7 ayat ( 1 ) KUiAF mengandung maksud ,
baliwva tindakan pertama adalah pengemanan yang dilalu -
kan oleh penyidik terhadap korban, benda~benda yang
dinungkinkan d pat dilakukan penyitaan zuna sebagai

bararns bukti.

Jecara operasional ketentuan di atas khususnya
masalah pengelolaan bende sitaan, davei ditetahul di
Kenolisian ateu di Kejakssan. ernyata benda sitaan
vang dijadikan sebamai barang bukti tersebut, betul
betul dapat dijemin keutuhan atau keamanannya.iial ini
bisa difahami dari prosedur yang sudah ditentukan ba-

ik di {ejaksaan maupun di Kepolisiane

ecara administratif, pengelolaan benda sitaan

baik di Kepdlisian maupun di ¥ejaksaan dipandang sudah
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konsekwen dan cukup rapi. Seperti secara rinci bends
sitean yang dopat dibungkus, scbelum dibungkus maka

perlu dicatat

- berat ataun jumlah menurut jenis masing-masing ;

- c¢iri mauvpun sifat khasnya ;

tempat , hari dan tanggal penyitaan ;

identitas orang duri mana benda=benda itu disita ;

~ dan lain = lain.

Kemudian diberi lak dan cap Jjabatan dan ditanda tanga
ni cleh Peayidik. ( Susilo Yuwono, 1982 : 105 )

Aturan adrpinictratif seperti diuraikan di atas,
menunjukkan bebtapa kesungguhan negara wemegang amanat
unbtulr m=ncelola benda sitasn sebagai barang bukti
agar benda sitaan itu dapat diajukan dalam proses per-

adilan. (leh karena itulah maka keutuhan dan kcamanan

benda sitaan itu sangat dipverhatikan.

Ketentuan di atas didasarkan vada pasal 44 ayat

(1) dan ( 2 ) KU!iAP scbagzai berikut :

l. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan
bei:ds sitaan negara.

2, Penyimvanan benda sitaan dilaksakalkan dengan se
baik~baiknya dan wanggung Jjawab atasnya ada
paja pegebat yanz berwenang dencan tingkat pe-
meriksaan dalam proses peradilan dan benda tere
sebut dilarans untuk dinwrgunakan oleh siapapund
( Ku.4r dan Penjelasannya : 35 ).

Ursian di atas kiranya tidsk bertentangan de-

ngan firman Allah swt sebagai berikut :
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Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaie
an amanat ..." ( Al Qur'an 4 : 53 ),

Jadi ayat di atas dapat dipakai scbagai dasar, bahwa
pengelolaan benda sitaan sebagei barang bukti’ delam

KUiiA® bisa dibensrkane.

Tentang prosedur pengelolaan yang telah diatur
oleh Kejaksaan atau Kepolisian scbagai dijelaskan di
atas, pado dasarnya semata-mata merupakan seperang -
kat tata administreatif untuk menjaga atau memelihara

benda sitaan.

Upaya yang demikian merupaltan kebebasan peme =
rintahy yang delam hal ini adalzh pihak Xejaksaan a=-
tau 4epolisian, dalem menentukan sikap/ prosedurnya .
Islampun tidak melarang, bashkan menyerahkan sepenuh -
nys kepada mahuiia untuk mengatur atau mengurus
macalaib-masalah keduniaan, karena manusia sendiri di-
pendang lebih mampu memgurusnya. i'abi Muhammad saw
sondiri delam masalah-masalah keBluniaan telah monsi -

ngpalir dalam suatu haditsnya yang berbunyi :

( Imam tuslim, tt : ) /SC..L)JJ’\:')’\"\E‘:’\

Artinya: "lingkau lebih tahu tentang urusan = urusan
duniamu',
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Demikian joga terhadap benda sitean s:bagai ba-

rang hukti yang sifatnya cepat rusak atau membahaya =
kan, Benda itu dapat dijual lelang dengan syarat- sya=
rat yang sudah ditentukan. Pelelangan benda sitaan ini
dbdasarkan atas pertimbangan antara lain j untuk imeng=-
hindari benda tersebut terjadi keruskan, sehingga tidak
ada lagi benda yang dijadikan scbagai barang bukti .
Untuk itu sebagai bukti pengganti, dirupakan uang do=-
nzon jalan dijual lelang. Di samping itu, agar Getap
terwvujud ‘'comaslahatan, maka ditGentukan syarat-syarat

scbharaimana yang sudah ditenbtukan dalam prosaodur yang

sudah berlaku,

flal ini dibenarkan oleh Islam berdasarkan kaidah

ushml figh :
%\A\%(&(&,)UL}J\M\;&Q:

Artinya: "ilenolak kerusakan didzhutukan deripada mena =
rik kemaslahatan". ( Asjmuni A, xzhman, 1976 : 75 )

Ce Pemanfaaton Bends Bitaan menurut Hukum fslam

Di atas Jjuga sudah dijelaskan, bahwa dari ketiga
slternztif penyelesaian benda sitaan mengandung 2 (dua)

- R &

kemuugkinan ; mungkin barang tersebut bisa dimiliki kem
bali oleh yang berhak, dan kemungkinan keduu benda ter=-

sebut di vawah wewenang negara ( tidsk menjadi milik
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orang yang bersangkutan ). Yans menjadi pembicarsan
di sini,adslah pemanfeatan bends sitaanr tersebut

setelah benda di tangan negars.

Benda sitaan yang berada di tangan negara, ada
Yyang bisa dimanfastkan dan ada yang tidak. ilal ini

dijelacskan dalam pasal 45 KULRAF yang berbunyi :

"Benda sitaan yang bersifat Uerlarang atau dila -
Pang untuk diedarkan tidak termasuk ketehtuan itu.
delam ayat ( 1 ), dirampas untuk dipergunakan

bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan',

( XUHAP dan Penjelasanya : 34 ).
Lebih lanjut maslah ini dijelaskan pada bab terdahué

1lu,

Benda sitaan yang dirampas oleh negara, peng -
gunaannya di bawah wewenang Departemen yang berzang -
utan., Misalnya Departemen Ilransmigrasi yang diberi
wewenang oleh Joksa Agung untuk memanfaatkan  barang
selundupan yang berupa pacul dan kapak, agar dipergu
nakan oleh transmigran. Tindakan ini Juga dikuatkan
oleh Bapak Presiden, dimana beliau umenegaskan bahwa
penyelunduoan tidaek harus hanya ditangani dari segi
hukum saja, melaeinkan Juga dori segi pocmbangunan.

( Java Post, 26 1ilei 1989 )

lindakan Jaksa Agung di avas adalah atas per-
timbangan menghindari mubadzir dan bercujuan untuk

kemaclahatan, yaitu memanfaatkan barang selundupan
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yang bbrupa pscul dsn kapek tersebut kepada para
transmigron. Dengen demilkisn memurut pandepgan Islam
sikap stou  tindeken Joksa aseperti ini bisa dibenar
zan. Kerena Ielam sendiri meloran: menghembur —hame
burkan harta, seloma benda itu dipandang masih bise
dap patut dimanfastken. Dalem suatu ayat 26-27 su-
rat 17 Acrav disebutkan 1@

CASELI PR 7SSN W (PSR WA SR WA

UPLP U PSSR 7
Artinya 3

Y eoo_dan Janganlash kamu mongahmbur-hemburken (her
tamu ) sgecura borose Sesungguhnys peamboros 4itu
adslah gaudare-ssudars syetsn, den 8yeten itu ae
dzlgh  gafigat inglker kepads Tuhannya',

( AL vur®en 17 ¢ 26 = 27 )

Adepun mengenai pemusnehen bonds sitesn yeng
sifatnye dilersng untuk doederkan , seperti s gambar
porno, videc pornmo, baher peledak den lainelain ,

etau bends yenr sifetnya terlarang, scperti sch-
Jota api yens tanps ijin, narkotikyuang palouw den
sebapalinya, 1itu semua solah  kerena nengakibatlzan

nadlarat,

Islem sanget mendambalah hentule nasyaerakat

vanr dopei, amen dan gojahteres , terhindar dari bherw

bogel benthlk ltejohaten , seperti s pencurien, pem=
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bagai bentuk kejahatan, seperti : pencurian, pem =

bunuhan, penfipuan / penyelundupan, perbuatan asusi-
la, deka#tensi moral dan sebagainya. Di samping itu
untuk tujuan masyarakat seperti di atas, Islam ju=-
ga berusaha membendung hal -~hal yang dspat heru-
sak ataumenghambat tujuan masyarakat tersebut. Atau
d-ngan kate lain, berupaya memberantas segala ben =
tuk keﬂahatan dan hal-hal yang cenderung ke arah

merajecledanya kejahatan.

Dari wursian di atas dapat difshami, bahwa

tindakan perampasan barang oleh negara atau pe~
rampasasn unbtuk dimusnahkan sehingga tidak dapat
dipakai 1lagi adalah bisa dikatsakan sebagai tindékan
prefensif dengan tujuan agar tindak kejahatan ti=-
dak semakin berkembang, Cita-cita di atas didasarkan

pada kaidah wushul :

%LA\%(QLML») 0 PR (FP

Artinya:

"lenolak kurusakan didahulukan daripada mena =-
rik kemaslahatan". ( Asjmuni A, Rahman, 1976:

75 Jo

Dalam sustu hadits Juga disebut'zan :



wu{};\e A&b}f— \‘/h}\s&«{)\ 5
( Imam Bukhari I, tt : 23 )

Artinya : "Jika suatu perkara itu diserahkan kepada
orang yang bukan ahlinya, maeka tunggulah ssat

( kerusakannya )"
Demizian telaah dari hukum Islam mengcnai ba-
reng bukti yang disita menurut KUHAP, Dengan ber-
dasar ayat-ayat Al (ur'an dan kaidah ushul figh

sebagaimana yang dijelaskan di atas, Islam membenar

kan tindekan yang diatur dalam KUHAP,
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